BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Usaha pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan
sejahtera lewat penertiban terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam,
seringkali menghadapi berbagai rintangan. Akar penghambat yang menjadi rintangan
utama yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Maksud dari keterbatasan
SDM dalam hal ini, yaitu keterbatasan pemikiran masyarakat yang kurang memahami
akan pentingnya keberadaan alam sebagai sumber penunjang akan kebutuhan hidup
bangsa. Alhasil, akhirnya menciptakan berbagai tindakan penyelewengan terhadap
alam meskipun telah ditetapkan dan diberlakukan berbagai bentuk peraturan
perlindungan terhadap alam. Keberadaan alam dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai
kehendak hati yang rakus dan tamak.

Sonny dalam ulasannya tentang lingkungan hidup, juga mengutarakan perihal
serupa. Menurut Sonny alam dirusaki manusia lantaran adanya pemahaman manusia
yang keliru terhadap alam. Manusia menjadikan dirinya penguasa atas alam tanpa
memperdulikan hakikat alam yang mesti dilindungi serta dijaga kelestariannya oleh
manusia. Anggapan itu mengubah manusia sebagai penguasa dan alam hanya sebatas
sebagai pemenuh keinginan yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan pemikiran yang
bersifat egois dan ingat diri, pada akhirnya melahirkan etika dan moral yang buruk
dari manusia terhadap alam. Manusia bertindak semena-mena atas alam dalam
memanfaatkan sumbernya demi memuaskan kebutuhan dan keinginan semata.
Akibatnya, manusia tidak lagi menjaga lingkungan alam sebagai tempat tinggal
sebagaimana seharusnya.

Selain itu relasi buruk antara manusia dan alam juga turut dipengaruhi oleh
keberadaan kepentingan bisnis dan politik tertentu, yang mendukung dan melegalkan
tindakan dari para pelaku penyelwengan terhadap alam. Misalnya, seorang pejabat

yang ingin mendapatkan dukungan politik dari masyarakat, memberikan kuasa secara
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ilegal kepada kelompok masyarakat tertentu untuk mengeksploitasi sumber daya alam
atau seorang pebisnis kayu yang menyuap para pejabat agar dapat melegalkan
penebangan kayu pada hutan lindung. Lamban laun seiring dengan berjalannya waktu
dan didukung perkembangan teknologi yang salah dimanfaatkan oleh masyarakat
baik secara perorangan maupun kelompok, masyarakat tidak lagi memiliki rasa takut
dan bertindak lebih cepat dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Didukung oleh
kekuasaan para pejabat tertentu, masyarakat merasa bahwa menguasai alam tanpa
harus mempertimbangkan hukum kelestarian alam adalah perkara yang mudah
dilakukan. Argumentasi masyarakat didasarkan pada logika berpikirnya, bahwa
apabila penegak hukum melindungi keberadaan alam, maka cara melaluinya yakni
mendekati para pejabat untuk mendapat dukungan bagi tindakan eksploitasi alam.
Dengan demikian, tata aturan yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian alam
bukanlah peraturan yang wajib ditakuti dan ditaati lagi.

Berkaitan dengan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap alam yang
dilakukan oleh masyarakat, salah satu kelompok masyarakat yang sering melakukan
eksploitasi atas alam, yakni masyarakat di Wilayah Kabupaten Ende Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT). Sumber atau kekayaan alam yang sering dieksplorasi dan
dieksploitasi oleh masyarakat, yakni sumber-sumber kekayaan alam yang berada
dalam kawasan hutan yang dilindungi oleh negara. Jenis-jenis sumber kekayaan yang
diambil antara lain flora dan fauna, serta tindakan memperluas kawasan hutan
menjadi lahan pertanian. Pada umumnya, dalil yang dipakai oleh masyarakat untuk
melakukan tindakan eksplorasi dan eksploitasi adalah untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Alasan ini didukung pula oleh pemikiran masyarakat bahwa semua keberadaan
hutan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan manusia, sebab itu
pemanfaatan hutan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Hutan juga pada
dasarnya diwariskan oleh para leluhur, sehingga negara tidak berhak memberlakukan
peraturan yang melindungi hutan.

Di samping itu, di luar daripada kedua alasan di atas, kebanyakan dari kasus-
kasus tenurial yang terjadi di Wilayah KPH Kabupaten Ende, dipengaruhi pula oleh

ketidaktahuan masyarakat antara batas-batas hutan milik negara dengan batas-batas
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hutan milik masyarakat yang berada pada wilayah tanah adat. Salah satu pengaruh
inilah yang turut mendukung dan membuat masyarakat sering melakukan tindakan
eksplorasi dan eksploitasi pada kawasan hutan lindung. Akibatnya, seiring dengan
berjalannya waktu terdapat cukup banyak kawasan hutan dan hutan lindung yang
menjadi gundul dan tandus. Dengan demikian, andaikata tindakan eksplorasi dan
eksploitasi tidak dicegah, maka lambat laun akan berdampak bagi terganggunya
keseimbangan ekosistem dan perkembangan kehidupan masyarakat secara umum.

Mencermati berbagai bentuk pengaruh eksplorasi dan eksploitasi yang terjadi,
KPH Kabupaten Ende memberlakuan hukum dan perundang-undangan secara lebih
tegas sebagai fungsi kontrol bagi segenap masyarakat yang melakukan eksplorasi dan
eksploitasi kawasan hutan dan hutan lindung. Kebijakan ini sama seperti yang
dianjurkan oleh Sonny. Akan tetapi, bagi KPH Kabupaten Ende hukum dan Undang-
Undang belum cukup membendung penyelewengan terhadap kawasan hutan dan
hutan lindung. Alasannya, ada beberapa penyebab terjadinya kerusakan kawasan
hutan dan hutan lindung tidak sama dengan faktor-faktor penyebab pada umumnya.
Misalnya, faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap batas-batas kawasan hutan milik
negara dan kawasan hutan milik masyarakat seperti hutan adat.

Maka dari itu, lembaga KPH Kabupaten Ende mencanangkan dan menetapkan
beberapa bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan pelbagai tindakan dari
penyelewengan kawasan hutan dan hutan lindung. Upaya-upaya yang dimaksudkan
antara lain, membuat rencana-rencana kegiatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan
kawasan hutan serta hutan lindung. Adapun dalam proses pelaksanaan dari rencana-
rencana kegiatan yang telah disusun itu, KPH Kabupaten Ende turut menetapkan dan
menjalankan beberapa fungsi terkait seperti pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan, evaluasi, pelaporan serta hukum dan Undang-Undang. Semua fungsi
yang dipakai berperan sebagai pengontrol terhadap jalannya setiap rencana-rencana
kegiatan yang diadakan. Dengan demikian, besar harapan bahwa tingkat terjadinya
penyelewengan kawasan hutan dan hutan lindung di Wilayah KPH Kabupaten Ende

dapat menurun seiring berjalannya waktu.
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5.2 Usul dan Saran
5.2.1 Bagi UPTD KPH Kabupaten Ende

UPTD KPH Kabupaten Ende merupakan salah satu instansi penting yang
berperan sebagai pengelola kawasan hutan dan hutan di Wilayah Kabupaten Ende.
Keputusan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang dengan sepengetahuan
keputusan Presiden Republik Indonesia serta Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Berdasarkan pada perananya tersebut, sangat diharapkan bahwa UPTD
KPH Kabupaten Ende dapat menjalankan perannya dengan baik lewat penertiban
peraturan perlindungan terhadap hutan khususnya hutan yang dilindungi. Adapun
sangat diharapkan bahwa setiap pegawai atau personil kehutanan harus bertindak
tegas dalam menertibkan aturan terkait perlindungan kawasan hutan yang dilindungi.

Selain itu instansi UPTD KPH Kabupaten Ende lewat rencana kerja terkait
pemberdayaan masyarakat, sekiranya dapat memberi pemahaman yang penuh kepada
segenap masyarakat setempat khususnya masyarakat yang berada sekitar wilayah
hutan negara, agar dapat bekerja sama dalam menjaga dan merawat kelestarian hutan.
Caranya, yakni menjalin kerja sama dengan pemerintah setempat seperti pemerintah
kecamatan dan desa, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat. Tujuannya, agar pola
pendekatan yang dipakai dalam memberi pemahaman kepada masyarakat lebih tepat
sasar, sebab pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat adalah pihak-pihak

yang lebih mengenal dengan baik latar belakang dari masyarakatnya.
5.2.2 Bagi Pemerintah Setempat

Pemerintah setempat yang dimaksudkan adalah pemerintah kecamatan dan
pemerintah desa. Kedua lembaga kepemerintahan tersebut merupakan bagian dari
lembaga kepemerintahan yang paling berpengaruh dan berperan bagi kehidupan
masyarakat. Selain itu kedua lembaga kepemerintahan ini juga adalah lembaga
kepemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakatnya. Oleh
karena itu, sangat diharapkan bahwa pemerintah kecamatan dan pemerintah desa
harus selalu siap bekerja sama dengan KPH Kabupaten Ende dalam menertibkan

tindakan masyarkat terhadap kawasan hutan dan hutan yang dilindungi negara secara
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keseluruhan. Misalnya, berpartisipasi aktif membantu KPH Wilayah Kabupaten Ende
dalam menyukseskan semua rencana kegiatan yang disusun untuk pemanfaatan dan
pengelolaan hutan. Di sisi lain, pemerintah setempat juga harus bekerja sama dengan
pemangku adat (mosalaki) dengan memberikan sarana prasarana atau fasilitas-
fasilitas yang secukupnya. Pemerintah juga harus menyediakan dan membagikan
anakan-anakan pohon untuk ditanam oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan
hutan dan hutan lindung.

5.2.3 Bagi Tokoh-Tokoh Masyarakat Setempat

Tokoh masyarakat setempat yang dimaksudkan adalah orang-orang yang
memiliki posisi dan pengaruh besar dalam lingkungan tertentu. Dalam masyarakat
tokoh-tokoh yang dimaksudkan yakni seperti pemangku adat (mosalaki) dan
pemangku agama. Sangat diharapkan bahwa pemangku adat dan pemangku agama
dalam sosialisasinya dengan masyarakat harus selalu menjelaskan kepada setiap
masyarakat agar selalu mematuhi setiap tata aturan dan kebijakan yang membangun
kehidupan umum. Salah satunya yaitu mematuhi tata aturan dan ketetapan terkait
menjaga dan melestarikan kawasan hutan dan hutan yang dilindungi dalam negara.

Selain itu bagi pemangku adat juga harus mengetahui dengan pasti batas-batas
antara kawasan hutan milik negara dan kawasan hutan milik adat. Tujuannya, agar
pada setiap kesempatan upacara-upacara adat selalu dijelaskan kepada masyarakat
tentang batas-batas hutan milik negara, milik desa dan milik adat. Dengan demikian,
dapat membantu mencegah tindakan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan

tenurial pada hutan yang bukan milik adat.
5.2.4 Bagi Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat yang dimaksudkan adalah orang-orang yang hidup dan
tinggal bersama dalam suatu komunitas, yang berada disekitar kawasan hutan dan
hutan yang dilindungi oleh negara. Sehubungan dengan perihal itu, berdasarkan
ulasan terkait krisis lingkungan hidup dalam kaitannya dengan penyelewengan
kawasan hutan lindung dan hutan lindung di Wilayah KPH Kabupaten Ende, banyak

kasus-kasus penyelewengan yang terjadi dilakukan oleh masyarakat yang berada
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disekitar dan dalam kawasan hutan. Oleh karean itu, besar harapan bahwa masyarakat
harus selalu memperhatikan dan bertanggung jawab dalam membina relasi dengan
alam seperti dengan hutan dan lingkungannya. Tujuannya, agar keseimbangan dalam
ekosistem selalu terjaga demi menunjangi perkembangan hidup masyarakat umum

dan para generasi penerus.
5.2.5 Bagi Generasi Penerus

Generasi penerus yang dimaksudkan adalah regenerasi yang akan menjadi
agen pembaharuan bangsa. Bila dikaitan dengan persoalan sumber daya alam dan
lingkungan hidup serta kehutanan, Indonesia tentunya membutuhkan generasi
penerus dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan.
Untuk itu setiap generasi penerus mesti dibekali dengan pendidikan, pengetahuan,
dan kepemimpinan yang mencintai serta bertanggung jawab terhadap lingkungan
hidup. Sebagai generasi penerus di masa depan yang akan memanfaatkan hutan, harus
terinformasi dengan baik, termotivasi serta membangun rasa kepedulian yang lebih
terhadap alam dan juga lingkungan agar dapat mengelola hutan secara bertanggung
jawab dan berkelanjutan. Karena pada dasarnya, generasi penerus yang akan
menikmati hutan dan lingkungan serta merasakan besarnya manfaat hutan. Maka dari
itu, generasi penerus berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hutan agar tetap
lestari dimasa mendatang. Ketika menjadi pemimpin sangat diharapkan bahwa semua
pendidikan, pengetahuan, dan ilmu kepemimpinan yang diterima dapat
diaktualisasikan dengan bijaksanan sehingga selalui pro lingkungan hidup dan turut
mempengaruhi serta memobilisasi individu lain untuk mendukung kebijakan pro

lingkungan tersebut.
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